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A. Latar Belakang 
Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali 
menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup 
dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus 
menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara 
ekonomi maupun secara biologis, kemantapan lahiriah dan batiniah. 
Demikian pula bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-nunda 
perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan.
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Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 
mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat 
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh 
karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara 
perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk 
berpuasa.  Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari 
perbuatan zina tersebut.
2
 Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Abdullah bin Mas’ud, bahwa Rasulullah bersabda : 
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ىَّلَص للها ُل ْوُسَر اََنل َلَاق : َلَاق ُهْنَع ُهّللا َيِضَر ٍدْوُعْسَم ِنْبا ْنَع  ِهْيَلَع للها
: َمَّلَسَو ُّضََغا ُهَّنَِاف ْجَّوَز َتَيْل َف َةَءاَبْلا ْمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَمَاي
 َْل ْنَمَو ِْجرَفِْلل ُنَصْحَاَو ِرَصَبِْلل   اَجِو ُهَل ُهَّنَِاف ِمْوَّصل ِاب ِهْيَلَع َف ْعِطَتْسَي  
 
Artinya :Dari Abdullah bin Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata, Rasulullah 
sallahu’alaihi wasallam berkata “Wahai kaum muda, barangsiapa 
diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena 
sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara 
farji. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, 
karena puasa dapat menjadi benteng.” 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan  dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam perkawinan 
dicatat di Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan pihak yang akan 
melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk orang yang non-Islam 
pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil. Pernikahan yang tidak dicatat 
disebut nikah siri, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah 
menurut hukum Islam, sehingga jika terjadi sesuatu setelah pernikahan maka 
perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.
3
 
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya 
dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut 
berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan 
nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum 
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bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
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Dalam syari’at Islam, pada dasarnya tidak mewajibkan adanya 
pencatatan setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi 
manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.
5
 Pencatatan nikah 
sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang 
mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu 
baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat 
membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut 
dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. 
Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka 
ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, 
namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari 
masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan 
di masyarakat. 
Dalam pelaksanaan pencatatan nikah, kendala yang biasa ditemui 
karena pencatatan dilakukan secara manual, ketika ada permohonan untuk 
menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal 
ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak 
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diketahui bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon 
mempelai telah memiliki suami atau istri sebelumnya. Pada pertengahan 
tahun 2013 jumlah pernikahan yang meningkat ternyata membuat pemerintah 
yakni Kemenag kecolongan dengan habisnya buku nikah di KUA tertentu 
sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pemberian tanda bukti telah 
menikah sebagai akte otentik dan menimbulkan kecemasan bagi calon 
pengantin yang hendak menikah. Tentu ini sangat merugikan calon mempelai 
dan mengurangi kinerja KUA yang seharusnya dapat mendukung pernikahan 
secara administratif dan memberikan tanda bukti telah menikah yang 
memiliki kekuatan hukum. Terutama dalam hal ini pencatatan pernikahan 
sangat berperan dalam mensosialisasikan penekanan angka nikah sirri atau 
nikah yang tidak di catatkan yang banyak terjadi.
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Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen 
Penyelengaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi 
berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir 
SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR 
(Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. dan 
SIMKAH disini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam 
terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT dan sejalan 
dengan sistem pengelolaan perkantoran yang bersifat konvensional di tuntut 
sesegera mungkin beralih ke era digital. Hal ini seiring dengan 
                                                             
6  Kementerian Agama Republik Indonesia, “Buku Nikah Langka, Ini Penjelasan Dirjen 
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Juni 2017 pukul 14.55 
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berkembangnya teknologi yang di sertai dengan tuntutan pelayanan yang 
efektif dan efisien. Maka  pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi 
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 




Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 
DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan : 
1. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan 
yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam 
meningkatkan pelayanan publik. 
2. Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam 
mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan 
paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi 
informasi. 
3. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah 
pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi 
secara elektronik menuju penerapan e-nikah. 
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 3 April 2013.8 
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SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) umumnya yakni 
sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk 
mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di 
wilayah Republik Indonesia secara online. Salah satu tujuan dari program ini 
adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga 
mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas 
mempelai dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam 




SIMKAH merupakan suatu bentuk pemoderenan dalam pencatatan 
nikah yang harus dilakukan di KUA, dalam beberapa aturan pencatatan nikah 
yakni dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah beberapa 
pasal ada yang mengatur pencatatan dilakukan masih secara manual namun 
dengan SIMKAH  ini pencatatan dilakukan dengan adanya akses internet di 
setiap KUA terutama KUA-KUA di Kabupaten Mandailing Natal dan harus 
dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dimaksud ialah para penghulu atau 
para pegawai di KUA yang memahami tentang internet. 
Pentingnya SIMKAH sebagai rangka peningkatan pelayanan KUA 
kepada masyarakat, Kementrian Agama mengembangkan pelayanan yang 
berbasis teknologi, yakni dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau 
yang dikenal dengan SIMKAH. Aplikasi SIMKAH ini merupakan aplikasi 
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yang berfungsi dan bertujuan untuk membangun Sistem Informasi 
Manajemen Pernikahan di KUA. Dengan pemanfaatan teknologi ini 
diharapkan dapat menyajikan data yang cepat dan akurat serta mempermudah 
pelayanan, pengendalian dan pengawasan sehingga publik bisa mendapatkan 
pelayanan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
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SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama 
dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik 
pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak 
nikah dan pengumuman kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan 
fungsi dari internet. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah 
seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan disuatu 
daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online, kemudian 
memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal 
pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat 
ditekan atau diminimalisir khususnya untuk daerah Kabupaten Mandailing 
Natal. 
Mengenai sejauhmana penerapan SIMKAH di Kabupaten Mandailing 
Natal tentu masing-masing KUA memiliki kendala dan kemudahan sendiri 
selama pengoprasiannya  khususnya di KUA Panyabungan Utara, salah satu 
kendala yang didapat yaitu di KUA itu sendiri dalam memberikan informasi 
                                                             
10
  KUA Kecamatan Kalibawang, Kementrian Agama Republik Indonesia, 03 April 2013 
 8 
kepada masyarakat melalui media sosial yaitu facebook.
11
 Melihat peraturan 
baru tentang SIMKAH yang dikeluarkan pada tahun 2013 terkesan 
mengharuskan penerapan SIMKAH di KUA seluruh Kecamatan. Aturan ini 
muncul melihat dari manfaat yang telah didapatkan dalam penerapan program 
SIMKAH di KUA Kecamatan, meskipun belum keseluruhan mengingat 
jumlah KUA yang banyak dan terdapat di daerah-daerah jauh dari perkotaan 
yang sarana internet belum tentu mudah didapatkan. 
KUA Kecamatan Panyabungan Utara belum tentu juga dengan segala 
kemudahan akses dapat begitu saja menerapkan program SIMKAH melihat 
kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja terjadi mutasi sehingga 
pengoprasian SIMKAH tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, atau 
bahkan malah mempersulit dengan kembali lagi harus belajar pengoprasian 
menggunakan komputer dan SIMKAH sendiri juga merupakan suatu program 
yang pengoprasiannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu 
dipelajari dan tidak semudah dengan cara menulis atau cara manual ketika 
melakukan kegiatan pemeriksaan pendaftaran nikah. Kemudian dengan 
adanya SIMKAH yang tentunya masih dalam penerapan tahap awal 
pencatatan yang dilakukan secara otomatis dalam program SIMKAH benar-
benar dapat diaplikasikan langsung di berbagai KUA Kecamatan, melihat 
aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan program SIMKAH 
telah diturunkan. 
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Dengan adanya aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem 
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan apakah 
SIMKAH dapat mengoptimalkan pekerjaann KUA tentang pencatatan 
pernikahan ataukah dengan adanya SIMKAH segala bentuk pencatatan nikah 
kurang optimal dalam pelaksanaannya melihat segala kegiatan pencatatan 
dilakukan secara online dan pengoprasiannya dengan menggunakan komputer 
serta perangkat lain yang mendukung SIMKAH online agar berjalan dengan 
baik dan lebih membantu dalam pengoptimalan kinerja KUA ketika melayani 
masyarakat. 
Pentingnya Pemanfaatan SIMKAH ini dan untuk mengetahui kendala 
dan upaya yang dilakukan oleh KUA dalam pengoprasian sistem informasi 
manajemen nikah ini menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut yang 
dituangkan dalam judul “Implementasi Instruksi Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang 
Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan Utara”. 
B. Batasan Masalah 
Untuk mendapatkan kupasan yang lebih valid dan mendalam tentang 
inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada 
penerapan dan kendala dalam mensosialisasikannya. 
C. Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan 
Utara berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 ?  
2. Apa kendala dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan 
Panyabungan Utara ? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan 
Panyabungan Utara berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013. 
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi SIMKAH di KUA 
Kecamatan Panyabungan Utara. 
E.  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 
pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan. 
2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu 
pengetahuan penulis tentang implementasi program SIMKAH di KUA 
Kecamatan. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara 
sistematisk, dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
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proses berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam 
suatu penelitian. 
Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis, untuk 
mengumpukan dan menganalisa data yang akan ditempuh oleh seseorang 
dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.
12
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 
termasuk penelitian lapangan (Field Reseach), yaitu dengan melihat langsung 
bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA Panyabungan 
Utara berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas No. DJ.II/369 Tahun 2013. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian berlokasi di KUA Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten 
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan SIMKAH online yang dalam hal ini adalah Kepala 
KUA, Penghulu dan staf-staf yang bertugas dalam penerapan sistem 
informasi manajemen nikah (SIMKAH). 
Sedangkan objeknya adalah Impelemntasi Instruksi Dirjen Bimas No. 
DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan 
Panyabungan Utara. 
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4. Populasa dan Sample 
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari  1 orang Kepala KUA, 1 orang 
penyuluh agama, 1 orang pengawas pendidikan agama, 1 orang penghulu, 1 
orang operator dan 4 orang staf-staf lainnya. Dengan demikian jumlah 
populasi dalam penlitian ini sebanyak 9 orang. 
Dari populasi ini penulis melakukan sample dengan menggunakan total 
sampling Dengan demikian jumlah populasi dalam penlitian ini sebanyak 9 
orang. 
5. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama 
di lokasi penelitian atau objek penelitian,
13
 yaitu seluruh pegawai KUA 
Kecamatan Panyabungan Utara. 
b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-
buku, kamus-kamus, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Observasi : Yakni pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun 
langsung dengan kegiatan sehari-hari orang atau tempat yang diamati 
                                                             
13  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan 
Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi, 2, cet. ke-6, h. 
132 
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atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
14
 yakni Kantor 
Urusan Agama yang ada di Kecamatan Panyabungan Utara, karena 
menurut Koentajaradiningrat bahwa pengamatan maupun observasi yang 
dilakukan secara cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang 
sesuai bagi ilmuan sains sosial.
15
 
b. Wawancara : Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang yang 
diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai 
KUA Kecamatan Panyabungan Utara. 
c. Dokumentasi : Dokumentasi resmi terbagi atas dokumen interen dan 
eksteren. Dokumen interen dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, 
aturan lembaga untuk sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan 
pemimpin kantor dan sebagainya. Dokumen eksteren berupa bahan-
bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, 
buletin, berita-berita yang disiarkan di media massa, pengumuman, 
pemberitahuan. Dokumen eksteren ini dapat digunakan sebagai bahan 
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7. Analisa Data 
Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa 
yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah anlisis kristis, yaitu tidak 
hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisis data tersebut secara 
kritis dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil 
yang paling baik. 
8. Metode Penulisan 
Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai antara 
lain : 
a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum 
dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya 
secara khusus. 
b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 
penelitian ini, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. 
c. Deskriftif Analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan 
keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, 
kemudian dianalisa. 
G. Sistematika Penulisan 
Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab 
diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun 
sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang kantor 
KUA Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing 
Natal yang meliputi sejarah dan profil KUA Panyabungan Utara. 
BAB III : LANDASAN TEORI IMPLEMENTASI SIMKAH 
Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang implementasi 
kebijakan publik, pencatatan nikah, pengertian SIMKAH, instruksi 
Dirjen Bimas Islam tentang dasar hukum penerapan SIMKAH dan 
prosedur penerapan SIMKAH. 
BAB IV     : IMPLEMENTASI SIMKAH DAN KENDALA SIMKAH DI 
KUA PANYABUNGAN UTARA 
Bab ini merupakan hasil penelitian yang mana nantinya akan 
dijelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah 
(SIMKAH) berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas No DJ.II/ 369 
Tahun 2013, kendala dan upaya mengatasi kendala penerapan 
SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan Utara. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi 
kesimpulan dan saran dari masalah yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
